PELAYANA:\f

UKTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN,

BUPATJ REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR {| TAHUN 2012
TENT ANG

KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI
PERTAMBANGAN,

riAN ITU, y tNAN U1 UM nt KARUPATEN REM RANG

Menimhang

Mengingat

DENGAH RJH AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

a.
Icbih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersu bsidi yang tepat sasaran
kepada konsurnen pengguna, perlu diatur Pelayanan
Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian,
Pertambangan dan Pelayanan Urnum di Kabupaten
Rem bang:

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana

dirnaksud dalm huruf a, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik  Indonesia Nomor 4415);

3. Undang-Undang

20C8. Nomor 03, Tarnbahan Lcmbaran Negcira Republik
Indonesia No.nor -t866);

4. 1./dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Lernbaran Negara Repubiik Indonesia  Nomor

sebagairnana

dengan.
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Tnhun 2004 tentang Pernerintahan
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008, Nornor

Tarn bahan Lernbaran

48~4),
S Uridarig-Uud ang Nomor 12 Tanun 2011 tentang
Pernbcn tukan Peraturan Peru ndang -undangan

[Lernbaran  Negara Republik

frdoncsia Nomor 5234)

hahwa daiam rangka meriingkatkan peiayanan yang

dengan

13 Tahun 1950 tentang
dalam

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro (Lerr.baran Negara Republik Indonesia  Tahun

tentang

-,i,~eririta~an Daerah  (Lembaran Negara Republik

indoriesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan
4437)

telah  beberapa kali diu bah terakhir
Undang-Undarig Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Daerah (Lernbaran

Negara Repu blik Indonesia Nomor

Indonesia  Tahuri  2011.
Nornor 82, Tambahan Lerubaran Negara Repu blik



Menetapkan

6. Pcraturan Pernerintah Nomor 67 Tahu n 2002 tentang
Badan Per.gatur Pcnyediaan dan Pendistribu sian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Perigangkutan Gas
Bumi melalui Pipa  (Lernbaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253),

7. Pcraturan Pernerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
'cgara Repu blik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124
Tambanan Lembaran  Negara Republik Indonesia
om~r 4436);

8. Kepu LUsS&n Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pemberirukan Badan Pengatur Penvediaan dan
~~ndistribusian Dahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi rrielalui Pipa;

9. PeiaLuran Presiden Nomnor 'S Tahun 2012 tentang
Harga JL8  Eceran dan Konsum 'n  Pengguna Jenis
Mirmtt hnk!r  Minyak Tr-rte ntu.

10. p<ra~vran Dacrah Kabuparen Rernbang Nomor 2 Tahun
(OB  tcntang Urusan Pernerintahan >ang Menjadi
Kewenai.gan Pemerintahan Daeran Kabupaten
RP/l:bang (Lcmbaran Daerah  Kabupaten Rembang
Tahun 2C08 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kucupaten ~embang Nomor 82)

[1. Peraturan Daerah Kabupaten = Remmbang Nomor 12
Tahur, 7008 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembangll.embaran Daerah
Ka.bupaten Rernbang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Oaerah Kabupaten .Rembang Nornor 90);

| 2. i>eraturan Meuteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 11

icntang Pernbentukan  Prociuk Hukum Daerah (Berita
Negara Rcpu blik Indonesia Tahun 20 ] 1 Nomor 694)

MEMUTUSKAN:
PERATURJIN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK
USA HA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN,

PERTA.V1IBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI
KABUPA7EN REMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal /

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2 Bupati adaJahBupati Rembang

:3. S~kretru~is Daelah yang selanju tnya disingkat Sekda

ariatah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

4. Konsu.men pengguna adalah perorangan atau badan

..:'.-,d --"~6 11~lgg.unakan Balian Bakar Minyak (BBM
be: s.itisidl meliputi usaha mikro, perikarian, pertanian
pertambangan dan pelayanan umum.



5 Titkk Serah adalah tempat/ lokasi untuk menyerahkan barang/

komoclitas.

6 Hargc. Ju8! Eceran adalah nilai penjualan barang yang ditentukan

dengan uang dengan jumlah penjualan barang yang terbatas/sedikit

7. ~PBU adalah ternpat dirnana kendaraan bermotcr bisa memeperoleh

bahan 02J<a;-
BAB TI

MAI:vUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk  menir.gkatkan
pelayanan yang lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan
Bakar Minyak {BBM) bcrsubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen

pengguna.
Pasal3

Tujuan Penetapan Pcraturan Bupati adalah untuk menjamin pemenuhan
kebu tu han, pennenJalian, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan

perun tukan BBM Bersu bsid i

BAB 1II
HARG ¢ JUAL EC ERAN

Pasal4
Harga Jua) Crer~lll Hensin (G2soline RON 88) dan Mmyak Solar (Gas Oil) di
titk serah Ttap liter crtetapkrn sebagai beriku t :
a. Dellsil sebcsar Rp.4 .500,- (empat nbu lima ratu s rupiah);
b, Minyak Solar sebesar Rp4.S00,- (empat ribu lirna ratus rupiah).

BABIV

KONSUMEI~  PCNOGUNA BBM BERSUBS-~DI

(1) Konsumen perigguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM

bersu bsidi melipu ti
a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, rneliputi

memiliki kekayaan bcrsih  paling banyak Rp.50.000.000,- lima
puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan hangunan tempat
11 sfl ha;

- merJiiki  hasil penjualan iahunan paling banyak Rp. 300.000.000.-
(tiga ratus ju ta rupiah).

Konsumcn pcliggu ta ~nng bergecrak i bic~anr  usnhu  pcrikanun.

mclipuli pernbudidaya ikan atau udang nela, ., nnmo-.r o od "

pernilik, serta petambak garam; ' : :

c. Konsun~en pene~una yang bergerak di bidang usaha pertanian,
melipuu  pernbudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.
peterriakan dan Usaha Pelavanan Jas~ Alat (UPJA) mesin pertanian;

d. Konsurnen penggu na yang bergerak di bidang perrambangan rneliputi
usaha pertarnbangan mikro:

e. Konsul~en pengguna yang bergerak di bidang pckerjaan umum

melipuu  krcma orium:

Kon surncn penzguna untuk penanggulangan bencana alam,;

Konsurnen pengguna vyang bergerak di bidang pelayanan @ sosial

meliputi penerangan dan mesin pompa air untuk keperluan

sekolahany pcs—~tren, tempat ibadah, rumah sakit type C

puskesrnas, panu asuhan dan panti jompo.

Q =—h



(2) Penctapan konsurnen pengguna sebagairnana dimaksud pada ayat (]
menjadi ranggung jawab Sh.PD yang berwenang

BABV
'‘f/ITA CARA PENCrAJUN REKOMENDASI BB~| I3ERSUBSIDI
Pasal 6

83M bersubsidi yang dilarnpiri

(1) perr.rohc nnn reko-uendasi
Kepala Desa/Lu.cah yang

a. KTP Pemohon;
b. Sur a: ljn ULahit/ Surat Pengantar dari

diketahui oleh Camat:
c. Kebutuhan 138~ yang diaiukan:
d. JPBlIJ/ titik serah yang .tiruju

(2) Bagi karxu ikan di bawah 30 GT yang melakukan aktifitas bongkar mua-~
di Kabupaten Refnbang dapat rnengajukan  permchonan rekornendasi

BBM be+subsiti  di Kabupaieu Rembang.

clan kartu kendal~ sebagaimana tercaptum dalam

(3) Format rckomendasi
dan

Larnpirar. r H clan [JI men ipakan bagian yang tidak terpisahkan
Perarur an Bl.pal ini
BAB VI

MIIKANISME ~ PELAYANAN

flasal 7

(1) Pclav.uian Kebutunan  BBi\. bersubsidi kepada konsurnen pengguna

dilakuk.xn Ji titik ‘efall.
pelayanan kebutuhan BBM

(2) Ko-isumcn  penggunn  rnendapatkan
rckomendasi dari SKPD yang

bcraubsidi seteluh  rnendapatkan
berweriang

(3) Kcoala SI<PD yang bcrweriang memberikan rckomcndasi BBM bersubsidi
rnelicuu

a Kepuu Dinas Pcrinduatrian, Perdagangan, Koperasi dun Usaha Mikro,
Kecil dan Mcueugah  Kabupaten Rembang wuntuk usaha mikro

sebagaimana paaal 5 AYRL (1) huruf a;
b. Kepala Dinas Kelautan den Perikanan Kalupr ~ 1, .. hp.o ,.~,..
usaha perikanan sebagairnana pasal 5 ayat (1) huruf b;
c. Kepnla Dinas Perranian <la Perkebunan Kabupaten Reinbang untuk

usaha pertanian sebags imana pasal 5 ayat (1) huruf c;
Kepala Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Kabupaten Rembang

d
~ntuk ll~~ha pertan-bangan sebagairnana pasal 5 ayat (1) huruf d;

e. Kepala Dinas Pckeriaan Urnum Kabupaten Rembang untuk kegiatan
kr ematorium:

f. P laksanu la ria n Budan Perianggutarigan Be ncarra Dae ra h
Kabupaten '<embang  untuk enanggulangan bencana alarn
st: hagalm~na pannl 5 ayat (1) huruf f,

g |l cpuh Dwa .. | osiul Tenaga Kerja dan Trurtsrnigr-as i Kabupatcu
Rernba-ig untux pelayanan sosial sebagaimana pasal S ayat (1) huruf
g.

(4) Angkrr.n = Khusus yang dipergunakan untuk mengangkut BBM
bersub.sidi rne Ipt iti

a. Keridnr 32.n Roda ernpat;
b. Kendaraan Roda tiga;
c. Kendaruan Roda ct.ia

(5) éngl .utrr- - knusus  scbagairnana dimaksud dalarn  Pasal 4 dilengkapi

engan
a. ~TNK;
b. KTP pcngernudi:

~ i nei kehntuhan  BBM dari SKPD yang berwenang,



BAB VII
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung jawab SKPD
Pasal 9

(1) SKPD yang berwenang dalam pelayanan BBM bersubsidi bertugas:
a. mclakukan verifikasi perrnohonan kebutuhan BBM bersubsidi:
b. mernber ikan rekornendasi angkutan khusus BBM bersubsidi;

c. mernbuat kartu kendal:

(2) Dalam rnelaksanakan tugas, masing-masing pimpinan SKPO

bertanggungjawab  kepada Bupati.
Bagian Ked ua
Pelayanan SPBU
Pasal 10

Pengeiola SPBU berkcwajiban un tuk :
a. mernberikan pelayanan kepada pemegang rekornendasi kebutuhan dan

angkitan 3BM ber subsidi;
b. mengisi kartu kendali pernbclian BBM bersu bsidi;
c. mernbuat laporan penjualan BBM bersubsidi untuk usaha mikro,

perikanan, pertanian, clan pclayanan umum, setiap bulan kepada SKPD.

Pasal 11

angkutan Kkhusus £3BM bersubsidi

Masa beravu pernberian rekoinendasi
terhitung  sejak

yang dl« wuarkan olch SKPD adalah 1 (satu) bulan
dikeluarkar.nva rekomeridasi.

8,18 VIII

P~ G\ WISAN DAN PENGJ:NNALIAN

(1) Pengawasan dan pengendaia . pelayanan BBM bersu bsidi dilakukan

olch Tim Monitoring ti,-igkac Kabu paten |,

(2) 7i/m Mon itoring sebagaimana  dirnaksud pad a ayat (J) diterapkan dengan
Kepu tusan Bupati.

BAB IX
h'ETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Feratu ran Rupari ini berlaku, Keputusan Bupati Rembar.g Nomor
500 /691/20?9 tenrang Penetapan Instansi yang Berwenang Mern berikan
Re~omendas- Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil Usaha
~enkanan, Tran sportasi dan Pelayanan Umum, dicabut dan ctiri;atakan
tidak berlaku.



Pasal 13

Peratura!l Aupcit; ir-i mulai berlaku pada tanggal diunc.angkan

Pasal 14
Agar srtiap o an.:  rnrnge~ihuinya, memenntahkan pengur..dangan
Peratur11 B3, plli in, dcngan pencmpatannya da'am Lembaran Daera h

Karn, paten ~ Illb2.ng
Oft~-,pk~n  cli Recrnpnng
pads. tangga| 17 All i~ zca.

BU)?ATI ,RSVIFANG
[ | MNNY

)’ -
v H. MOCH. :»>fLIM

Oiundangkan di Rembang
pada tangg3l ' DF\, .90\).

SEKRETAR1ce  OAERAH
KABUPATE | REM?ANG

Jor

f-IAMZAl | FATON |

BERJTA DAEF"H IO\BL1PATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR [l



II

1

[ AMPIRAN [ :Per. turan Bu%)ati Rem bang
Nomor ! Tahun2012

Tanggal tJ ApI‘l.l — ...

KOP INSTANTrI

REKOMENDAS!
Jo:hrn i

TENTANG
[.EBLTIHALT "JAN A IGKUTAN KHUSU~ BB~f BERSUBSIDI]
DI KABUPA TEN REMBMG

74 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

L | 'xlang-Undan;  ;.01110:
Tahun 1993  tentang

Feraturan ~ Pemerintal, Republik Indonesia ~Nomur 41

Ang] utan Jale n:
3 Perarurau Presiden Nornor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dar.

Kon. umen Pergguna .ellis Bahan Bakar Minyak | enentu;

4 Peraturan ~ Bupati Remb.ing Nornor Tahun 20! 2 tentang Penunjukkan
Pcjnbat yang 8emen'J11~ Membcrikan Rekornendasi  Kebutuhan — dan Angkvtan
K',~u5 BBM Bersubsidi clltuk Usaha Mikro. Usaha Perikanan. Usaha Pertanian.

Transportasi dan PPLLallll  Urnum:
Perruohonan . ms lar.ia:
Pcngusahe/In:  tansi :

Ata mat :
Berdasarkan hal tersebut Jiatas kami rnerekornendasikan kepada:

| atttet PPrriFJ Pengusaha  Angkutan

Alanuu  Pcnilk/  I'cnuusa’ a vugkutan

'l
J. Lo A,~Kurec
4. ,'orr-or - Pousi
. Sur it suru Fcnlarnan  prg dimiliki
G Dil,ttnakan  mcngangkut dari ~PPu ke :
7 cbuthan  PIsI\l Sohr/ T)~ncin liter/ bulan
" ILrhil  mulai kingg;d Id .
AMITkwlr o 1hngis o tercebu hy i benar-benar  digunnkan  unt uk kegiatan  pengangkuian
nn, J ~~sl'tsirl;, dan ha, is benar-bcnar  digurakan  untuk k egiau,n sehingga
urahil. . vrkto- u<tu  1w.dl Lnynlahgun~an  kcgiaran araupun tidak scsuai dengan
"et=lltll ..l mika a~+Il b rurus |l .icr gan pihak yallf bcrwajil' lan Rekornendasi ini akan
OJCAIHIT.

Pittpk.dl ,1i RLD:IIL

Padn trnggal

Kepala Instansi

amn
Pangkat.,

" .BLPATI REMBA JG

'. [] o000

19 MOFH SAI IM



| \MPIRAI'J II Peraturan Bupati Rernbang
Normn.ir ' f\ Tahun 2012

Tangga ~-—————(1 WL

F.arcu l{c:ulkli Kebu tuhan
dan :'er.:i Plian BBM Bersubsidi

Nama r':.:i< I\r gl 1tan
Ala m.r!
Jenis Augk uten
Nomor Pol. ,
Digunakar, ‘rinruk m=.igangkut 3ensin/ minyak solar
Dari SP13U
Tujuan
Alokasi
P , | Kebutu han | Rcalisasr/ oembelian Sisa Nam a/ T'anda

No ;l;lllﬁm . ]%BM/ - Alokasi pernbeli tanoan

ahuri Gan oo Jumlah (iter] | BBM g

fiteri_ -egat (Hter) | o -
1 2 e 0 TG o 6 (3~ | 7 8
| —~ntoh) t T .
{ | Janunti J  ~.600 /02 202 4000 — . 2.00flt— Budi { ...
I D S 30-1-:012 2.000 - _f
.000- 0522012 6.000 | a1
. L 00 -
0 - OO,mNNtF T
. -
[ —— r.__ —
- - —t- - - -

Pengelola SPBU

- Nama

- olJPATI REMBA >!§5
N PR ’
~ G T R
o | |
- J

o )-tMOCH- ALI



LAMPIRAN III Peraruran Bupati Rembang
Nomor S Tahun2012

Tanggal : 7 Atr-Cl —~I.J.

Kartu K~ndaii Kehutuhan BBM Bersubsidi

NeUlul/ Y— ~— Kebutuhan  bulan_~ dar!
"lam..t t

pernilik | Bensin Solar  gpgy  Tujuan Ket
usaha (Irter lit~r
St/ Al U P S . = S
—_ = ' ~~/ - - —_ -
L e f
Ct=r==f= - —- [-: L T —
L -: ~_-_____+_— I _.I--
A —— —_——— e — — — fm o — — LS

Kepala Dinas/ Instarisi

H MO(CH SAU



